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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem
penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan
masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan.
Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan

pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka
disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini
memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam
penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9
(sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta

konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Sumatera Barat sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Sumatera Barat, maka
perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik
terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB
No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM
yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan
elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat,

maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas



pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan

kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera

Barat.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1.

3.

Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggara pelayanan publik;

Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit
pelayanan publik secara periodik;

Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang
perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;



5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
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PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Balai Pelaksanaan Jalan

Nasional Sumatera Barat dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat rutin melakukan kegiatan
survei untuk mengukur secara komprehensif tentang kepuasan terhadap kualitas layanan
yang diberikan. Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023

(sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuisioner online (Google Form) yang disebarkan
kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur
pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner

SKM Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat yaitu :

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis

pelayanan.



6. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu
jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden
sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan
cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit

pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu)

semester.

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah penerima layanan
(jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Sumatera Barat. Penerima layanan pada Balai Pelaskanaan Jalan Nasional Sumatera Barat

dalam kurun waktu satu semester adalah sebanyak 24 orang.
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HASIL PENGOLAHAN DATA SKM
1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang

diperoleh yaitu 24 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR JUMLAH | PERSENTASE
1 JENIS KELAMIN | LAKI 22 91.67%
PEREMPUAN 2 8.33%
2 PENDIDIKAN SD KE BAWAH 1 4.17%
SLTP 0 0.00%
SLTA 8 33.33%
Dl 4 16.67%
S1 10 41.67%
S2 1 4.17%
4 JENIS LAYANAN | PERIZINAN JALAN 9 39.13%
UJI LABORATORIUM | 9 39.13%
SERTIFIKASI AMP 5 21.74%
INFORMASI PUBLIK | 1 4.17%




1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh

hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Unsur U1 u2 u3 U} us ue6 uz7
Total Nilai Persepsi 82 80 79 72 82 85

KM 3.42 3.33 3.29 3.00 3.42 3.54 3.50
Konversi Nilai IKM 85.42 8333 8229 75.00 85.42 8854 87.50
Mutu Pelayanan B B B c B A

Kinerja Unsur Baik Baik Baik KuB;a;lr:g Baik SaBr;igljt Baik
NILAI SKM UPP 85.76

MUTU PELAYANAN B

KINERJA UNIT PELAYANAN il
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ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur “Tarif” mendapatkan nilai terendah yaitu 3,00. Selanjutnya unsur “jangka
waktu” yang mendapatkan nilai 3,29 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga unsur
“prosedur” termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3,33.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur “Sarana dan
Prasarana” dengan nilai 3,92 dan unsur “Kompetensi” dengan nilai 3,54 serta

“Perilaku” dengan nilai 3,50.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai
kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan

dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

® “Proses hasil labor yg dikeluarkan tolong dipercepat”.
® “Tolong proses pembayaran bisa di transfer agar kami mudah melakukan

pembayaran”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai

berikut :
e Beberapa layanan mungkin dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan kualitas
atau kecepatan layanan yang diberikan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa tarif

tersebut tidak sesuai.

e lLama waktu pelayanan vyang tidak sesuai ekspektasi masyarakat, sehingga

menimbulkan ketidakpuasan.

e Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur, menyebabkan masyarakat bingung

mengenai tahapan yang harus diikuti.



4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun

pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan

dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Berikut adalah rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM yang dapat diambil sebagai

berikut :
Waktu
Program/
No Prioritas Unsur Per}:‘:lgag;lng
Kegiatan TW1 | TW2 | TW3 | TW4
1 | Tarif Sosialisasi kompenen Arief Setiawan

biaya

2 Jangka Waktu

Sosialisasi Standar
Operasional Prosedur

Arief Setiawan

3 Prosedur

Sosialisasi Standar
Operasional Prosedur

Arief Setiawan
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KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu semester mulai

Januari hingga Juni 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat,

secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 85.76.

e Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan

yaitu unsur tarif, jangka waktu dan prosedur.

e Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur prilaku, kompetensi

dan sarana dan prasarana.

Padang, 06 September 2024
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LAMPIRAN

1. Kuesioner

Pertanyaan  Jawaban @ Setelan

Bagian 1 dari 3

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT X

B 7 U & Y

Deskripsi formulir

Judul gambar

SURVEY KEgUASAN MASYARAKAT
Y oy B.P‘\J UIC‘ILATER‘A B%R(AT

Layanan yang digunakan *

) Perizinan Bagian - Bagian Jalan
( ) Pelayanan Uji Laboratorium
() Sertifikasi AMP

) Informasi Publik / Umum



Pertanyaan  Jawaban @ Setelan

24 jawa ban Lihat di Spreadsheet :
Menerima jawaban .

Ringkasan Pertanyaan Individual

Layanan yang digunakan IO salin

@ Perizinan Bagian - Bagian Jalan

@ Pelayanan Uji Laboratorium

© Sertifikasi AMP

@ Informasi Publik / Umum
el

24 jawaban

Nama O salin

24 jawaban

3 (125%)

1(4,214(4,21¢(4,216(4,216(4,21¢(4,216(4,21¢(4,21((4,21¢(4,216(4,2% ) IR (4,216(4,21¢(4,21¢(4,216(4,21¢(4,21¢(4, 41((4 214(4,21¢(4,2%
| | | |

‘"mumEnsnennnleEEEEEEEEE



2. Hasil Olah Data SKM

Unsur Pengukuran Persyaratan _[Prosedur Jangka Waktu| Tarif Produk Komp i |Perilaku Pengaduan _ |Sarpras
Unsur u1 u2 u3 U4 us ué u7 us u9
Total Nilai Persepsi 82 80 79 72 82 85 84 83 94
IKM 342 3.33 3.29 3.00 3.42 354 3.50 3.46 3.92
Konversi Nilai IKM 85.42 83.33 82.29 75.00 85.42 88.54 87.50 86.46 97.92
Mutu Pelayanan B B B C B Al B B Al
Kinerja Unsur Baik Baik| Baik| Kurang Baik Baik| Sangat Baik Baik/ Baik| Sangat Baik
NILAI SKM UPP 85.76
MUTU PELAYANAN B
KINERJA UNIT PELAYAN Baik
Laki-laki 22 91.67%
Perempuan 2 8.33% IKM

24 100.00% 8

o - ™ 3 [+ ? “
- b & p o ® s

SD atau sederajat 1 4.17% “ © 8
SMP atau sederajat 0 0.00% -
SMA atau sederajat 8 33.33%
Diploma (D3) 4 16.67%
Sarjana (S1) 10 41.67%
Magister (S2) 1 4.17%

24 100.00%
Perizinan Bagian - Bagian . 9 39.13% & & S < o > & & @
Pelayanan Uji Laboratoriun 9 39.13% q?l\ 4’0 Q\‘;&- ,\\3 Q_OO é\q}‘ Q\\y v°° Q_QQ‘
Sertifikasi AMP 5 21.74% SF QQO & Q & & @é’ o
Layanan Informasi Publik 0 0.00% & 5‘5\" ® <

23 100.00%

UNSUR PENGUKURAN
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas
hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam
proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari
penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur
dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan
berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai
kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) vyang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang
tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara

pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut,
maka Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat perlu menyusun rencana tindak lanjut
dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan
agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada

akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.
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DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera
Barat periode 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan

seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No Unsur IKM Mutu Layanan
1 Persyaratan 3.17 B
2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.14 B
3 Waktu Penyelesaian 3.18 B
4 Biaya/Tarif 3.15 B
5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan 3.15 B
6 Kompetensi Pelaksana 3.15 B
7 Perilaku Pelaksana 3.18 B
8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 3.15 B
9 Sarana dan Prasarana 3.12 B

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi
lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun
sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk
memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik,
maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai
terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel

di bawah ini:



Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

Waktu
Program/ P
No Prioritas Unsur er}::’ig;mg
Kegiatan TW1 | Tw2 | TW3 | Tw4
1 Sarana Prasarana | Program _\/ Arief Setiawan
Pemeliharaan dan
Peningkatan Fasilitas
Digitalisasi Layanan \/ Arief Setiawan
2 Sistem, Sosialisasi Standar \/ Arief Setiawan
Mekanisme, dan | Operasional Prosedur
Prosedur
3 Biaya/Tarif Sosialisasi kompenen Arief Setiawan

biaya




REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

BAB Il

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No | Rencana Tindak Lanjut | Apakah RTL Telah Deskripsi Tindak Lanjut Dokumentasi Kegiatan Tantangan/
Ditindaklanjuti Hambatan
(Sudah/Belum)

1 | Program Pemeliharaan Belum Mengadakan pemeliharaan berkala dan Menunggu
dan Peningkatan perbaikan fasilitas yang rusak anggaran dari
Fasilitas DIPA

2 | Digitalisasi Layanan: belum Membuat informasi dalam bentuk digital Menunggu

anggaran dari
DIPA

3 | Sosialisasi Standar Sudah Melakukan sosialisasi standar Kurangnya

Operasional Prosedur operasional prosedur sehingga minat
masyarakat mengerti akan SOP yang ada masyarakat
di BPJN Sumbar

4 | Sosialisasi kompenen Sudah Melakukan sosialisasi dan transparansi Kurangnya
biaya mengenai komponen biaya/tarif minat

sehingga masyarakat lebih paham apa masyarakat

yang mereka bayar dan mengapa.




BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data - data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat

ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat telah menindaklanjuti rencana
tindak lanjut sebanyak 50 %
2. Masih terdapat rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti dikarenakan
menunggu anggaran dari DIPA BPJN Sumatera Barat
3. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai
strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan
untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL
antara lain:
No RTL Strategi Target Waktu Penanggung Stakeholder
Penyelesaian Penyelesaian Jawab Terkait
1 | Program Mengadakan Okt — Des Arief Setiawan | Internal Balai
Pemeliharaan dan | pemeliharaan 2024
Peningkatan berkala dan
Fasilitas perbaikan fasilitas
yang rusak
Digitalisasi Membuat Okt — Des Arief Setiawan | Internal Balai
Layanan informasi dalam 2024
bentuk digital
Sosialisasi Standar | Melakukan Apr —Jun Arief Setiawan Penyedia
Operasional sosialisasi standar 2024 Jasa
Prosedur operasional
prosedur
sehingga
masyarakat
mengerti akan
SOP yang ada di
BPJN Sumbar
Sosialisasi Melakukan Apr —Jun Arief Setiawan Penyedia
sosialisasi dan 2024 Jasa

kompenen biaya




transparansi
mengenai
komponen
biaya/tarif
sehingga
masyarakat lebih
paham apa yang
mereka bayar dan
mengapa.
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